BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN DAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

bahwa penerimaan jasa pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Non Kapitasi Tahun 2015 yang masuk ke kas
pendapatan Badan Layanan Umum daerah 2016
Ketentuan pemanfaatannya belum diatur dalam
peraturan bupati Nomor 26 tahun 2016 tentang
Pemanfaatan Pendapatan Dan Jasa Pelayanan Pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Pendapatan
dan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelengara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan,
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor
1 Seri E Nomor 1);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

17. Peraturan Bupati Batang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Batang (Berita
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 25);

18. Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang
Pemanfaatan Pendapatan Dan Jasa Pelayanan Pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun
2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN DAN JASA
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Diantara BAB VII dan BAB VIII dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun
2016 Tentang Pemanfaatan Pendapatan Dan Jasa Pelayanan Pada Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Batang
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 26) disisipkan 1 (satu) Bab
yakni BAB VIIA, serta ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A sehingga BAB VIIA
berbunyi sebagai berikut:



BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20A

Ketentuan pemanfaatan jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non
Kapitasi Tahun 2015 yang masuk ke kas pendapatan Badan Layanan Umum
Daerah Tahun 2016, pengelolaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Batang
Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Batang.

Pasal [

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal 21 September 2016

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM, BUPATI BATANG,

ttd ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM
Penata Tingkat I ;
NIP. 19650803 199210 1 001 YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 21 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 39
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd


NASIKHIN

santoso
Typewritten text
39

LENOVO PC
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM 
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001  


